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Sehubungan dengan penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dari pemerintah
daerah, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian
Informasi Keuangan Daerah, diatur bahwa:

a. Pemerintah daerah wajib menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) antara lain:

i. Laporan Realisasi APBD Semester | paling lambat 30 hari setelah berakhirnya
semester tahun yang bersangkutan:;

ii. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun sebelumnya paling
lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

b. IKD sebagaimana tersebut pada butir 1 disampaikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk
hardcopy dan softcopy.

c. Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan IKD secara lengkap hingga batas waktu
yang ditetapkan akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya
pada tahun anggaran berjalan. '

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta kerja sama Saudara untuk
menyampaikan:

a. Laporan Realisasi APBD Semester | Tahun 2018 paling lambat tanggal 30 Juli 2018;

b. LPP APBD Tahun 2017 yang memuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat
tanggal 31 Agustus 2018.

Pengaturan lebih rinci mengenai penyampaian IKD tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.
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LAMPIRAN

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan
Nomor : S- 397 /PK/2018

Tangaal : (¢ Juli 2018

Ketentuan Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester | Tahun 2018 dan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2017

A. Penyampaian secara Hardcopy

1. Laporan Realisasi APBD Semester | Tahun 2018:
Disampaikan setelah dibubuhi tanda tangan asli Sekretaris Daerah dan distempel basah,

2. LPP APBD Tahun 2017:

Disampaikan dengan kelengkapan sebagai berikut;

a. Batang tubuh Peraturan Daerah mengenai LPP APBD Tahun 2017 dengan tanda tangan asli Kepala Daerah
dan distempel basah atau berupa salinan yang ditandatangani asli oleh Biro/Bagian Hukum dan distempel basah.

b. Lampiran | Perda mengenai LPP APBD Tahun 2017 dengan tanda tangan asli Kepala Daerah dan distempel
basah atau berupa salinan yang ditandatangani asli oleh Biro/Bagian Hukum dan distempel basah;

¢. Batang tubuh Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
2017 dengan tanda tangan asli Kepala Daerah dan distempel basah atau berupa salinan yang ditandatangani
asli oleh Biro/Bagian Hukum dan distempel basah:

d. Salinan Persetujuan DPRD (keputusan bersama) atas Rancangan Perda mengenai LPP APRD Tahun 2017;

e. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri (untuk Provinsi) atau salinan Keputusan Gubernur (untuk
Kabupaten/Kota) mengenai hasil evaluasi Rancangan Perda mengenai LPP APBD Tahun 2017 dan Rancangan
Perkada mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017;

f. Data LPP APBD Tahun 2017 sesuai dengan format dalam Lampiran Il PMK Nomor 04/PMK.07/2011 dengan
tanda tangan asli Sekretaris Daerah dan distempel basah, yaitu;

- Ringkasan Pendapatan berdasarkan Rincian Objek;

- Ringkasan Belanja Per Fungsi, Urusan, Organisasi, dan Jenis;
- Ringkasan Pembiayaan:

- Ringkasan Belanja Pegawai Tidak Langsung;

- Daftar Pinjaman;

- Rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

9. Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLKk).

Dokumen/data hardcopy dimaksud agar dikirimkan kepada:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
d/a Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI,
Gedung Radius Prawiro lantai 4, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1,
Jakarta Pusat, 10710; Telp (021) 3452590,
3. Dokumen hardcopy atas Laporan Realisasi APBD Semester | Tahun 2018 dan Laporan Keuangan (LRA, Neraca,
LAK, LO, LPE, LPSAL, dan CalLK) Tahun 2017 agar diunggah ke aplikasi SIKD Nasional dalam bentuk pdf.

B. Penyampaian secara Softcopy
1. Data softcopy Laporan Realisasi APBD Semester | Tahun 2018 dan LPP APBD Tahun 2017 disampaikan dengan
format akun berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014 melalui aplikasi SIKD Nasional sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD;
2. Data softcopy yang disampaikan nilainya harus sama dengan data hardcopy (cetakan) sebagaimana dimaksud
pada poin A di atas. Jika data hardcopy tidak sama dengan data soffcopy, maka pemda diminta mengirimkan ulang
hardcopylsoftcopy yang benar.



